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ABSTRAK

Kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di Maluku dalam hal ini adalah kota Ambon yakni berupa pertikaian kemanusiaan dimana terjadi pada tanggal 19 Januari 1999 yang kemudian terjadi kembali lagi pada 11 Januari 2011, membawa akibat ataupun konsekuensi yang tidak baik dalam kehidupan kekerabatan di Maluku. Sebagaimana kita ketahui bahwa Maluku dikenal dengan hidup bersaudara dimana satu sama lain saling menyayangi dan menghargai oleh sebab budaya dan adat yang telah ada sejak dahulu kala yang dinamai dengan “Pela-Gandong” dalam artian bahwa potong dikuku rasa daging itulah kehidupan kekerabatan dimana salah satu merasakan derita maka saudara yang lainnya pun ikut merasakan derita tersebut. Akan tetapi peristiwa tersebut membuat kehidupan kekerabatan ataupun persaudaraan antara sesama masyarakat Maluku menjadi renggang satu sama lainnya. Urugensi atau tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji dan membahas pertanggungjawaban hukum terhadap kejahatan kemanusian sebagai bentuk pelanggaran HAM. Penelitian ini menggunakan beberapan pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan konspetual (conceptual approach), Penelitian ini bersifat deskriptif, dimana yapada penelitian ini akan dikemukakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dengan masalah yang diteliti yang berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum terhadap kejahatan kemanusiaan yang teradi di Maluku sebagai bentuk pelanggaran HAM. Sistem hukum pidana saat ini berpegang pada sistem pertanggungjawaban individual (iIndividual responbility), akan tetapi aksi dari perbuatan yang dilaksanakan oleh sekelompok atau organisasi merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pertanggungjawaban hukum terhadap kejahatan kemanusiaan sebagai bentuk dari pelanggaran HAM yang terjadi di Maluku dapat diberikan pada pemimpin ataupun kepengurusannya sedangkan berkaitan dengan penjatuhan sanksinya terhadap kelompok ataupun organisasi itu adalah harus dalam benuk pembubaran kelompok-kelompok atau organisasi tersebut, sedangkan terhadap manusianya yang dalam hal ini yaitu pemimpin ataupun kepengurusannya dijatuhi hukuman badan. 
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A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Permasalahan

Pengaturan mengenai hak asasi manusia  (HAM) telah ada sejak disahkannya Pancasila sebagai dasar pedoman Negara Indonesia, meskipun secara tersirat, baik yang menyangkut mengenai hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, maupun hubungan manusia dengan manusia. Hal ini terkandung dalam sila-sila yang terdapat pada Pancasila. Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, pengaturan mengenai HAM ditentuakn dengan berpedoman pada deklarasi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (Supriyanto 2014).
Pancasila sebagai dasar hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mengandung moral dan persamaan bagi rakyat Indonesia tanpa membedakan ras, suku, dan agama. Pengaturan Hak Asasi Manusia (HAM) pada dasarnya berkaitan dengan hakikat sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indinesia. Sila tersebut bermakna bahwa Negara menjamin adanya perlindungan hukum bagi setiap individu, khususnya dalam hal ini Negara bertanggungjawab untuk memberika keadilan dan kepastian hukum bagi korban pelanggaran HAM yang berat masa lalu (Saira, Sakinah, and Almas 2020). 
Di berbagai tempat di dunia ini teradi pertikaian bahkan kekerasan antara kelompok. Penyelesaian masalah tersesebut memperlihatkan bahwa keberlakuan hukum Internasional dalam penanganan pelanggaran hak asasi manusia, tidak menjangkau perbuatan-perbuatan yang tampaknya merupakan perbuatan kekerasan yang melangga hak asasi manusia seperti kejahatan terhadap kemanusiaan (Titahelu 2019b). 
 Memperbincangkan tentang subyek hukum yang bertanggungjawab atas pelanggaran HAM, maka pelanggrang HAM mengedepankan tanggungjawab negara (state responsibility) baik menurut hukum pidana maupun hukum internasional. Pertanggungjawaban negara adalah menyangkut perlindungan terhadap hak atas kebebasan pribadi dan hak atas kebebasan kelompok pribadi. Adanya kekerasan dari suatu pihak kepada pihak lain dan sebalinya, menuntut pertanggungjawabn negara terhadap hilangnya hak atas kebebasan pribadi ataupun kelompok pribadi masing-masing pihak (Titahelu 2003). 

Kejahatan internasional dapat dikategorikan sebagai kejahatan berat, karena di dalamnya melibatkan beberapa Negara dan sebagaian besar jnis kejahatan yang dilakukan dinilai kurang manusiawi, sehingga menjadi perhatian utama bagi masyarakat internasional dibeberapa Negara internasional lainnya. Kejahatan-keahatan internasional yang dikategorikan sebagai kejahatan berat adalah kejahatan yang menyangkut pelanggaran HAM. Kejahatan-kejahatan berat HAM tersebut meliputi kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi. Kesemua kejahatan dimaksud sering terjadi dalam skala internasional, misalnya dalam perang dunia II, terkait perkara Nuremberg dan Tokyo begitupun juga dalam perkara Rwanda dan Yugoslavia, kejahatan yang terjadi dalam perkara-perkara tersebutdapat disebut dan/atau dikategorikan pelanggaran-pelanggaran HAM berat (Fani 2020). 
Hal ini sejalan dengan pemikiran Penulis bahwa:

“Most victims of acts of terrorism are those who do not know anything about the goals of terror carried out by terrorist. In recent years it has shown that terrorist attacks are a very serious threat to individuals, society, countries and the international community. Terrorism is not an ordinary crime but is an extra ordinary crime even classified as a crime against humanity”. (Titahelu 2021)
Contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Maluku dalam hal ini adalah kota Ambon yakni berupa pertikaian kemanusiaan dimana terjadi pada tanggal 19 Januari 1999 yang kemudian terjadi kembali lagi pada 11 Januari 2011, membawa akibat ataupun konsekuensi yang tidak baik dalam kehidupan kekerabatan di Maluku. Sebagaimana kita ketahui bahwa Maluku dikenal dengan hidup bersaudara dimana satu sama lain saling menyayangi dan menghargai oleh sebab budaya dan adat yang telah ada sejak dahulu kala yang dinamai dengan “Pela Gandong” dalam artian bahwa potong dikuku rasa daging itulah kehidupan kekerabatan dimana salah satu merasakan derita maka saudara yang lainnya pun ikut merasakan derita tersebut. Akan tetapi peristiwa tersebut membuat kehidupan kekerabatan ataupun persaudaraan antara sesama masyarakat Maluku menjadi renggang satu sama lainnya.

Pertanggungawaban negara dapat dilakukan secara hukum positif dalam hal ini adalah hukum pidana terhadap kasus pelanggran berat HAM dan dalam  konvensi internasional juga menunjukkan adanya tanggung jawab perorangan maupun tanggung jawab  organisasi (kelompok). Prosedur ataupun mekanisme tentang pertanggungjawaban terhadap kejahatan HAM tergantung pada kasus yang di dapati, dimana ada peran negara, perorangan (individu) maupun  organisasi (kelompok).

2. Kerangka Teori

Pertikaian yang terjadi di Maluku pada Tahun 1999 dan Tahun 2011 merupakan pelanggaran HAM serta dikalsifikasikan dalam jenis pertikaian bersenjata bukan internasional. Akan tetapi dalam konflik yang terjadi di Maluku tersebut pemerintah wajib hukumnya memberikan perlindungan akan HAM dari berbagai bentuk pelanggaran yang berbentuk penyerbuan fisik yang dilakukan oleh sekelompok orang-orang yang tidak bertanggungjawab terhadap yang lainnya,

Deinisi  konsep “pertanggungjawaban” (liability), pada intinya berujung pada perbuatan, moral, hukuman/tindakan yang kesemuanya itu dapat disimpulkan adanya “kesalahan”. Dengan demikian asas kesalahan (asas culpabilitas) merupakan asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dalam hal membuktikan apakah seseorang dapat dijatuhi pidana harus dilihat terlebih dahulu apakah perbuatan yang dituduhkan itu telah memenuhi unsur-unsur rumusan delik. Apabila telah dipenuhi, baru menuju pada tahap kedua, yaitu melihat apakah ada kesalahan dan apakah pembuat mampu bertanggungjawab (Wongkar 2006). Pertanggungjawaban dalam ranah hukum pidana yang terfokus pada kesalahan yang terjadi karena pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (Pratama 2020). 
Kemampuan bertanggungjawab bila dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan kemampuan bertanggungjawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan tindak pidana harus sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sebab orang yang normal dan sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai yang dianggap baik oleh masyarakat.Sementara orang yang tidak sehat dan tidak normal, maka ukuran
ukuran tersebut tidak berlaku baginya tidak ada gunanya untuk adakan pertanggungjawaban, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 44 KUHP (Bahreisy 2016).

 Hans Kelsen menguraikan teori tentang pertanggungjawaban dalam hukum yaitu suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum (responsibility) adalah konsep tanggung jawab hukum (liability). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam suatu kasus sanksi dikenakan terhadap pelaku (deliquent) adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawab (Asshiddiqie and Safa’at 2012).       
3. Gab Analisis Dan Pembahasan

Briefly, Pela-Gandong can be describe as an alliance between the villages whose inhabitans are generally embrace different religions. Pela- Gandong  consist of the entire villagers who are Muslim, with the villagers who are all Christians (Titahelu et al. 2015). 

Aliansi berbentuk ikatan persaudaraan dikenal dengan istilah gandong. Kata gandong berasal dari kata kandung. Maksudnya adalah, dua negeri atau lebih yang berada dalam ikatan aliansi karena warga dari semua negeri yang terikat pada satu aliansi tertentu, berasal dari kandungan ibu yang sama. Sapaan warga dari negeri-negeri tersebut adalah gandong, atau bongso (sering diucap juga “bonso”). Misalnya hubungan “bongso” atau “bonso” antara negeri Tamilouw (warganya beragama Islam) di Seram, dengan negeri Siri-sori Serani serta kampung Pia (warganya beragama Kristen) di pulau Saparua, dan negeri Hutumuri (warganya beragama Kristen) di Pulau Ambon. Aliansi gandong antara negeri Naku (beragama Kristen di pulau Ambon) dengan Larike (Iberagama Kristen di pulau Ambon), negeri Ema (beragama Kristen di pulau Ambon) dengan negeri  Batu Merah beragama Islam di pulau Ambon). 

1. Aliansi pela bukan sekedar persahabatan (friendship) dan persekutuan biasa. Aliansi pela juga mencirikan persaudaraan (brotherhood) walau masing-masing pasangan pela bukan berasal dari kandungan ibu yang sama. Wasisto Raharjo Jati menyebutkan pela biasanya dilakukan dalam bentuk upacara minum tuak yang dicampur darah kedua pemimpin negeri (desa), hal tersebut menandakan adanya hubungan pela antara kedua negeri dan mengikat keturunannya sepanjang masa (Jati 2013). Pela gandong juga disimbolisasikan sebagai hubungan adik-kakak antar kedua negeri tersebut. Aliansi sedemikian misalnya antara negeri Oma (beragama Kristen di pulau Haruku) dengan Ulath (beragama Kristen di pulau Saparua), dan Buano (beragama Islam, pulau kecil di sebelah barat pulau Seram). Aliansi pela antara  negeri Ema (beragama Kristen di pulauAmbon) dengan negeri Ameth (beragama Kristen di pulau Nusa Laut), dan negeri Naku (beragama Kristen di pulau Ambon) dan negeri Batu Merah dengan negerri Passo. Aliansi  pela antara negeri Siri-sori Islam (seluruh warganya bergama Islam) di pulau Saparua, dengan negeri Haria (seluruh warganya beragama Kristen) juga di pulau Saparua. Misal yang lain, aliansi pela antara negeri Ori (seluruh warganya beragama Islam) di pulau Haruku, dengan negeri Tuhaha (seluruh warganya beragama Kristen) di pulau Saparua.

Berdasarkan hal yang dikemukakan diatas maka pertikaian yang terjadi di Maluku sejak tahun 1999 dan tahun 2011, perlu mendapatkan perhatian yang khusus dari pemerintah yang berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum terhadap kejahatan kemanusiaan sebagai bentuk pelanggaran HAM.

4. State of the art (Kebaruan Hasil Penelitian)

Hasil penelitian yang mengkaji tentang pertanggungjawaban hukum terhadap kejahatan kemanusian sebagai bentuk pelanggaran HAM terdapat perbedaan dan memiliki karakteristik tersendiri. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan beberapa peneliti sebelumnya baik nasional maupun  internasional. Adapun jurnal internasional dan nasional diantaranya yaitu;

1. Zunnuraeni. 2013. “Politik Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Kasus Pelanggaran Ham Berat Human Rights Law Enforcement Politics In Indonesia In Cases Of Gross Human Rights Violation.” Ius, Kajian Hukum Dan Keadilan Vol.1, No.2. Membahas tentang politik hukum penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam kaitannya dengan Kasus Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia
2. Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu. 2019. “The Essence of Human Rights Violations in Social Conflict in Maluku (After The Riots In 1999)” Jurnal Information and Knowledge Management Vol.9 No.8, yang membahas tentang Penyelesaian masalah konflik kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Maluku pacca kerusuhan tahun 1999.
3. Juanrico A.S Titahelu, Irwansyah, Hamid Awaludin, Muhammad Asri. 2015. “Strengthening Pela-Gandong Alliance Bassed On Jhon Rawls’ Theory Of Justice”, Hasanuddin Law Review Vol. 1 No.3. Membahas tentang Pengutaan Pela-Gandong Berdasarkan Teori keadilan Jhon Rawls untuk membangun kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya dalam kehidupan masyarakat tradisional di Maluku.

4. Luh Putu Sela Septika. 2016.  “Tanggung Jawab Negara Dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia, ”Jurnal Magister Hukum Udayana” Vol.5 No.4. Membahas tentang pengaturan tanggung jawab negara dalam peraturan perundang
undangan terkait dengan penyelesaian pelanggaran HAM, serta memberikan gambaran yang jelas tentang upaya penyelesaian pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara. Tanggung jawab negara yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tanggung jawab yang muncul akibat terjadinya pelanggaran HAM.
5. Hadibah Z.Wadjo, Juanrico A.S Titahelu, denny Latumaerissa, Judy M.Saimima, Patrick Corputty. 2021. Scholars International Journal of Law, Crime and Justice Vol 4. No 2. “The Effectiveness of Law Number 6 Year 2018 and Law Number 4 Year 1984 in Handling the Covid-19 Pandemik for Inter-Island Travel In Ambon City” membahas tentang efektivitas undang-undang kekarantinaan dalam penanganan pandemik covid-19
6. Ryan Fani. 2020. “Doktrin Pertanggungjawaban Komando Atas Kejahatan Berat HAM Menurut Hukum Pidana Internasional.” Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum Vol.19, No.1. Membahas tentang definisi dan Pengertian pertanggungjawaban Komando dalam lingkup kejahatan Internasional Bagaimana tujuan dan konsep pemberlakuan doktrin pertanggungjawaban komando atas kejahatan berat HAM dalam Hukum Pidana Internasional.
7. Abdul Hakim G. Nusantara. 2021. “Penerapan Hukum International Dalam Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Di Indonesia.” Indonesian Journal of International Law, Vol. 1, No.4. Membahas tentang penerapan hukum internasional terhadap pelanggaran HAM berat di Indonesia berdasarkan DUHAM, Konvenan internasional tentang Hak sipil dan Politik (ICCPR), Konvenan internasional mengenai Hak ekonomi Sosial dan Budaya (ICESCR).
8. David Y. Meyners. 2021. “Pelanggaran HAM Berat Dan Pertanggungjawaban.” Jurnal Hukum Yurisprudensi Vol. 21, No.1, membahas tentang pelanggaran HAM berat dan pertanggungjawaban atas pelanggarab HAM tersebut dari aspek tanggung jawab komando, pertanggungjawaban individu serta tanggungjawab negara.
Kontribusi masing-masing dari jurnal penelitian yang telah disampaikan sebelumnya adalah sebagai bahan dalam menyusun atau membuat  state of the art (Kebaruan hasil penelitian) yaitu berkaitan dengan teori dan referensi atau bahan pendukung didalam penelitian ini. Dari beberapa jurnal internasional maupun nasional yang telah dikemukakan maka dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan dari keenam penelitian yang dikemukakan di atas yang terdapat  pada fokus kajiannya. Kajian dalam penelitian ini berfokus pada Pertanggunggung Jawaban Hukum Terhadap Kejahatan Kemanusian yang terjadi di Maluku pada Tahun 1999 dan pada tahun 2011 Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia.
B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji menyajikan pengertian penelitian hukum normatif yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (Salim and Nurbani 2013), atau penelitian yang berlandaskan pada ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Marzuki 2005), dan kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang dikaji. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perudang-undangan (Atmadja 2015)
C. HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Perbuatan Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Bila dikaji secara etimologi, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.Sedangkan yang dimaksud dengan asasi berarti yang bersifat paling mendasar atau fundamental. Dengan demikian maka hak asasi berarti hak yang paling mendasar yang dimiliki oleh manusia sebagai fitrah, sehingga tidak satu pun makhluk atau siapa pun dapat mengitervensinya apalagi mencabutnya. Misalnya hak hidup, yang mana tak satu pun manusia memiliki kewenangan untuk mencabut kehidupan manusia lain. Istilah hak asasi manusia sendiri berasal dari istilah “droits l’home” (Perancis), ‘menselijke rechten’ (Belanda), ‘fitrah’ (Arab), dan ‘human right’ (Inggris) (Faisal 2019).
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengatur bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.” Ketentuan pasal tersebut menegaskan kembali bahwa negara maupun pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi HAM yang berkedudukan sebagai hak dasar. Pelanggaran HAM dapat dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang termasuk di dalamnya adalah aparat negara yang didasarkan pada kesengajaan atau ketidak sengajaan. Kelalaian secara melawan hukum berupa mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut HAM sebagaimana dijamin oleh UU No. 39/1999 dikategorikan sebagai pelanggaran, bahkan dalam haltidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar sesuai mekanisme hukum termasuk dalam pelanggaran (Pasal 1 angka 6 UU No. 39/1999) (Septika 2016).
Sejak adanya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration Of Human Rights) yang di deklarasikan pada tanggal 10 Desember 1948, merupakan bentuk moral yang memberikan dampak cukup besar selain itu juga memberikan motivisasi bagi semua manusia tentang pendidikan kemanusiaan.awal deklarasi ini merupakan kontrol terhadap semua permasalahan kejahatan kemanusiaan yang tercampakkan, direndahkan dan bagaimana untuk dapat mendalami dan menanggulanginya.
Hak asasi manusia telah menjadi bahasan sehari-hari dan telah digunakan baik dikalangan birokrasi, militer maupun dikalangan masyarakat umum. Untuk memahami pembahasan konsep tentang Hak Asasi Manusia maka pengertian hak menjadi penting. Hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berprilaku dan melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Menurut UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, pelanggaran hak asasi manusia perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang, dan tidak didapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia dapat dilakukan baik oleh aparatur negara (state actor) maupun bukan aparatur negara (non state actor) (Sabila, Bustamam, and Badri 2018). 
Pelanggaran HAM diartikan sebagai setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang
undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Pelanggaran HAM terjadi jika negara dan aparatusnya tidak atau gagal melaksanakan kewajiban menghormati, melindungi dan memenuhi Hak Asasi Manusia yang mengakibatkan pengurangan atau hilangnya penikmatan atas Hak Asasi Manusia itu sendiri (Sriwidodo 2020).
Perbuatan atau aksi terhadap Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan Pelanggran HAM yang dapat dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi. Dalam rangka memberikan perlindungan dan menegakan HAM yang terutama di sampaikan dalam hal ini berlaitan dengan npertanggungjawaban orang (natural person), namun banyak kasus yang ditemui pada kenyataannya perbuatan yang dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran HAM malah dilaksanakan ataupun dilakukan oleh kelompok besar ataupun kecil.

Saat ini, dilakukan mengenai pelanggaran HAM berat menjadi ulasan yang terus menerus diperdebatkan. Dari segi teoritik, sebenarnya pelanggaran HAM berat (gross violation of human rights) merupakan tindak pidana sebagaimana tindak pidana lain yang bersifat melawan hukum (unlawful) dan sama sekali tidak ada alasan pembenarannya. Namun, terdapat hal-hal khusus yang membedakannya dengan kejahatan lain (ordinary crimes) atau paling tidak dianggap demikian dan mengakibatkan berlakunya yuridikasi universal (Agustina 2018)
Sebagaimana telah disebutkan di atas, tidak ada satu defiisi tunggal yaag memadai untuk menjelaskan perbuatan yang dapat dikatagorikan pelanggaran HAM berat. Berbagai bentuk pelanggaran HAM berat tidak cukup diterangkan dalam satu definisi hukum. Piagam Pengadilan Militer Internasional Nuremberg menyebutkan kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat sebagai berikut: 
1. Kejahatan terhadap perdarnaian (crimes against peace). Terrnasuk kejahatan terhadap perdamaian ialah: merencanakan, mernpersiapkan, mernulai, atau menjalankan perang agresi, atau perang yang melanggar perjanjian-perjanjian internasional, persetujuan-persetujuan atau jarninan-jarainan; atau turut serta di dalam rencana bersama untuk mencapai salah satu daripada tujuan perbuatan-perbuatan tersebut di atas. 
2. Kejahatan Perang (war crimes). Terniasuk kejahatan perang ialah: pelanggaran terhadap hukum atau kebiasaan-kebiasaan perang, seperti pembunuhan (murder), perlakuan kejam terhadap penduduk sipil dengan mengasingkan mereka, mengerjakan mereka secara paksa, atau di wilayah pendudukan mernperlakukan tawanan-tawanan perang dengan kejam, membunuh mereka, atau mernperlakukan orang di laut secara demikian; merampas milik negara atau milik perseorangan, menghancurkan kota atau desa dengan cara berlebihan atau semau-maunya, atau menibinasakan tanpa adanya keperluan militer.

3. Kejahatan terhadap Kemanusiaan (crimes against humanity). Termasuk kejahatan terhadap keraanusiaan ialah pembunuhan (murder), membinasakan, memperbudak, mengasingkan dan Iain-lain kekejaman di luar perikeinanusiaan terhadap penduduk sipil, yang dilakukan sebelum atau sesudah perang; perkosaan hak-hak dasar berdasarkan alasan-alasan politik, ras atau agarna. Pemimpin atau orang yang mengorganisir, mengbasut dan membantu mereka yang turut serta dalam membentuk atau melaksanakan rencana bersazna komplotan untuk melakukan kejahatan-kejahatan tersebut beitanggung jawab atas perbuatan orang-orang yang melakukan rencana tersebut (Nusantara 2021).
Kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity) diatur pada Pasal 9 undang-undang Pengadilan HAM bahwa “Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa : 

a) Pembunuhan;

b) Pemusnahan;

c) Perbudaka;

d) Pengusiran atau pemindahan pen
duduk secara paksa;

e) Perampasan kemerdekaan atau peram
pasan kebebasan secara fisik lain se
cara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasiona;

f) Penyiksaan;

g) Perkosaan, perbudakan seksual, pe
lacuran secara paksa, pemaksaan ke
hamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk ke
kerasan seksual lain yang setara;

h) Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional; 

i) Penghilangan orang secara paksa, atau;  dan

j) Kejahatan apartheid.

Rumusan tersebut secara langsung diadopsi dari konsep yang terdapat di dalam Statuta Roma. Namun, berbeda dengan konsep sebagaimana diatur dalam Statuta Roma, konsep kejahatan yang diatur dalam Undang-undanga Nomor 26 tahun 2000 ini mengalami distorsi dalam penerjemaha
nya, sehingga menimbulkan perbedaan yang sangat mendasar dari konsep yang diatur dalam Statuta Roma (Zunnuraeni 2013).
Statuta Roma dalam Pasal 30  mengatur  bahwa adanya kesengajaan apabila berhubungan dengan aksi atau perbuatan (conduct) tersebut, pada pelaku yang mempunyai kemauan atau niat agar dapat melaksanakan atau turut serta melaksanakan aksi atau perbuatan itu. Berhubungan dengan akibat dari aksi atau perbuatan itu, maka pelaku mempunyai keinginan dapat menumbuhkan konsekuensi tersebut atau secara sadar dimana secara umum hendak  terjadi yang berkaitan dengan aksi atau perbuatan (conduct)   tersebut. Sebaliknya bahwa ilmu pengetahuan (knowledge) dimaksudlan sebagai kepekaan atau pemahaman akan hal tentang peristiwa atau dampak yang akan muncul.

2. Pertanggunggung Jawaban Hukum Terhadap Kejahatan Kemanusian Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia 

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga setiap kegiatan masyarakat yang merupakan aktifitas kehidupan masyarakat tersebut harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia, karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia. Norma hukum yang berlaku di masyarakat saat ini seringkali tidak dipatuhi, sehingga banyak sekali pelanggaran hukum yang dilakukan (Sibuea 2016).
Pasal-pasal yang terdapat pada Undang-undang Dasar Negara Republik (UUD NRI 1945) spesifiknya tidak ada mengatur yang berkaitan dengan bagaimana caranya tanggung jawab negara terhadap penangangan masalah HAM. Tetapi dinyatakan bahwa tanggung jawab negara merupakan bagian yang sangat penting teristimewa dan terutama dalam hal ini yaitu pemerintah dalam kerangka memberikan perlindungan, pengembangan, penguatan serta memenuhi akan HAM.
Mengutip pendapat Hadibah Wadjo bahwa :

“The effectiveness of a law product to be enforced in a society must be supported by good law enforcement by law enforcers, besides that the community also takes an important role in its enforcement which is manifested in the form of obidence.” (Wadjo et al. 2021)
Undang-Undang Dasar dan Pancasila menjadi dasar negara Indonesia. Dengan adanya banyak peraturan yang ada negara ini menjadi negara hukum yang rakyatnya harus mentaati aturan yang berlaku. Sebagai negara yang taat aturan hukum tingkah laku dan gerak-gerik manusia menjadi terbatas, boleh melakukan suatu kegiatan namun bersifat positif artinya tidak menimbulkan suatu yang dapat membahayakan lingkungan sekitarnya dan melukai seseorang. Tujuan diberlakukannya peraturan di negara Indonesia untuk menciptakan kemakmuran, keadilan dan kesejahteraan bagi semua orang yang berada di Indonesia tidak terkecuali wisatawan yang berkunjung juga harus mengikuti aturan yang berlaku demi menjaga keharmonisan yang ada (Manggala, Dewi, and Suryani 2021). 

Konstitusi Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 menjamin HAM sebagaimana diatur  dalam Pasal 28A-28J. Dalam konstitusi tersebut dijelaskan bahwa HAM sangat dijunjung tinggi bagi setiap orang baik. Adapun pengaturan lebih lanjut terkait HAM akan diatur dalam perundang-undangan yang ada. Akan tetapi pelanggaran HAM di Indonesia sudah terjadi bahkan sejak Indonesia dijajah dan berlanjut setelah Indonesia merdeka.Penyelesaian terkait dengan pelanggaran HAM yang terjadi belum mendapatkan penyelesaian yang seadil-adilnya. Padahal HAM sebagaimana yang dijamin dalam konstitusi merupakan hak yang paling hakiki dan harus dijamin keberadaannya. Selain itu, negara wajib untuk melindungi warga negaranya dari pelanggaran HAM (Astuti 2016).
Konstitusi secara tegas mengatur pertanggungjawaban hukum terhadap kejahatan kemanusiaan dan tujuan yang akan  dicapai oleh negara, teristimewa untuk memberikan perlindungan dalam rangka penegakan HAM secara menyeluruh. Pada waktu Pemerintah yang dalam hal ini adalah negara  membuat kesalahan akan HAM, maka terhadap pemerintah tersebut dapat dihadapkan pada Pengadilan HAM Nasional, dan juga Pengadilan Kejahatan Internasional. 
Hukum pidana khusus, bukan hanya mengatur hukum pidana materiilnya saa, akan tetapi juga hukum acaranya, oleh karena itu harus diperhatikan bahwa atura-aturan tersebut seyogyanya tetap memperhatikan asas-asas umum yang terdapa baik dalam Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP) bagi hukum pidana materiilnya sedangkan untuk hukum pidana formilnya harus tunduk terhadap ketentuan yang terdapat dalam Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Titahelu 2019a). 
Dalam negara Indonesia terdapat berbagai bentuk ketidakadilan dan pelanggaran berat hak asasi manusia telah terjadi baik di masa orde lama maupun pada masa sekarang atau era reformasi saat ini. Pelanggaran berat tersebut telah menimbulkan penderitaan sangat berat bagi korban, keluarga dan masyarakat. Lebih dari itu, pelanggaran tersebut tidak pernah diungkap secara obyektif, dan tidak ada penyelesaian yang adil dan memadai (Jailani 2011).
Dalam rangka penegakan akan HAM, suatu mekanisme yuridis diperlukan untuk memerangkap para pelaku pertikaian terhadap kasus pelanggaran HAM yang menjadi dasar dikedepankan dalam rangka mewujudkan kembali kepercayaan masyarakat Maluku terhadap penghormatan harkat dan martabat sebagai manusia yang berdasarkan pada negara hukum. Namun kita lihat pada kenyataannya dalam praktek, harapan adanya hukuman terhadap pelanggaran HAM masih banyak menghadapi berbagai kendala, baik politik maupun teknis. 

Perlu diketahui bahwa indikator atau kualifikasi kejahatan terhadap kemanusiaan dimana perbuatan tersebut  terjadi ada beberapa hal diantaranya yakni;

(1) Tindakan atau aksi tersebut dilaksanakan sebagai unsur dari tindakan kekerasan yang sangat menyebar luas dan sistematis, terencana  kemudian difokuskan terhadap warga atau masyarakat sipil
(2) Kepastian adanya wawasan orang dalam hal ini pelaku yaitu tindakan atau aksi yang dilaksanakan merupakan faktor dari atau apa yang direncanakan, dirancangkan untuk menjadi tujuan dari aksi serangan yang berkembang luas serta terarah terhadap warga atau masyarakat sipil.
Ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia yang berkaitan dengan pelanggaran HAM yang berat juga mengatur tentang jenis kejahatan yang berupa pembunuhan, perampasan kemerdekaan, penyiksaan atau penganiayaan, dan perkosaan. Jenis kejahatan yang diatur dalam KUHP tersebut adalah jenis kejahatan yang sifatnya biasa (ordinary crimes) yang jika dibandingkan dengan pelanggaran HAM yang berat harus memenuhi Ketentuan dalam KUHP Indonesia yang berkaitan dengan pelanggaran HAM yang berat juga mengatur tentang jenis kejahatan yang berupa pembunuhan, perampasan kemerdekaan, penyiksaan atau penganiayaan, dan perkosaan. Jenis kejahatan yang diatur dalam KUHP tersebut adalah jenis kejahatan yang sifatnya biasa (ordinary crimes) yang jika dibandingkan dengan pelanggaran HAM yang berat harus memenuhi beberapa unsur atau karakteristik tertentu yang sesua idengan Statuta Roma 1999 untuk bisa diklasifikasikan sebagai pelanggaran HAM yang berat.
Mengingat  tidak  ada  aturan  yang  secara  eksplisit  mengharuskan  pengadilan mengadopsi praktek-praktek hukum internasional, maka tidak dapat dipastikan bahwa interpretasi  demikian  juga  akan  digunakan  dalam  Pengadilan  HAM Ad  Hoc di Indonesia.  Akan  tetapi,  dalam  kasus  pelanggaran  HAM  berat, penafsiran  substansi hukum  dari  hakim  terhadap  seorang  individu tidak  dapat  bersandar  kepada  hukum nasional  negaranya,  karena pelanggaran HAM  berat, bukan  saja  merupakan  masalahnasional,akan tetapijuga merupakan  masalah internasional. Jadi, penafsiran terhadap pelaku sebagai  individu harus mematuhi kewajiban internasional, melebihi kewajiban terhadap hukum nasionalnya, mengikat hakim secara moral hukum (Meyners 2021). 
Sejarah mengecam bahwa pelanggaran akan HAM berhubungan akan kurangnya kesadaran dalam rangka penegakan hukum dan keinginan pemerintah dalam hal pelaksanaan akan norma-norma yang terdapat dalam HAM.  Hal ini sepeti kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Maluku dalam hal ini adalah kota Ambon yakni berupa pertikaian kemanusiaan dimana terjadi pada tanggal 19 Januari 1999 yang kemudian terjadi kembali lagi pada 11 September 2011, membawa akibat ataupun konsekuensi yang tidak baik dalam kehidupan kekerabatan di Maluku.
Oleh sebab itu kekosongan hukum yang terjadi pasca pertikaian terhadap kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Maluku perlu ditangani. Penanganan tersebut sangat penting dalam rangka menegakan HAM secara tegas yang didasarkan atas tiada suatu kejahatan yang tidak dapat dihukum. Untuk mengatsi kekosongan hukum tersebut dapat diatur mengenai kaidah ataupun norma hukum yang baru sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi dalam kekerasan yang mengakibatkan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Persoalan yang menarik bagi penulis adalah tentang pertanggungawaban hukum terhadap kejahatan kemanusiaan sebagai bentuk dari pelanggaran HAM. Pendapat Hans Kelsen bahwa kewajiban hukum tidak lain merupakan norma hukum positif yang memerintahkan perilaku seorang individu dengan menetapkan sanksi atas perilaku yang sebaliknya. Seorang individu secara hukum diwajibkan untuk berperilaku dengan cara tertentu, Individu yang dikenakan sanksi dikatakan bertanggungjawab atau secara hukum bertanggungjawab atas pelanggaran (Kelsen 2014). 

Jenis-jenis kelompok yang penulis dapati dalam penulisan ini terkait dengan pertikaian yang terjadi di Maluku yaitu

(1)  Kelompok yang sistematis didalam pola yang tertib dan anggotanya sangat banyak

(2) Kelompok dalam organisasi sederhana dengan jumlah anggota yang sedikit

(3) Kelompok yang tidak tersistematis seperti pengikut 

Penulis mengetahui dalam artian bahwa sistem hukum pidana saat ini berpegang pada sistem pertanggungjawaban individual (individual responsibility), akan tetapi seperti yang dikemukakan penulis terlebih dahulu bahwa aksi dari perbuatan yang dilaksanakan oleh sekelompok atau organisasi merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Maka dari itu kejahatan terhadap kemanuisaan menurut hemat menulis merupakan salah satu bentuk pelanggaran berat akan kejahatan terhadap HAM, dan sudah semestinya para pelaku yang melakukuan kekerasan dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Maluku tidak dapat dibebaskan sebab telah dikemukankan oleh penulis sebelumnya bahwa tidak ada kejahatan yang tidak dapat di hukum.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap kejahatan kemanusiaan sebagai bentuk dari pelanggaran HAM yang terjadi di Maluku seperti dikemukakan pada jenis kelompok (1) dan (2) diatas ataupun yang dilakukan oleh kelompok  misalnya ornaisasi apapun itu  menurut hemat penulis pertanggungjawaban hukumnya itu dapat diberikan pada pemimpin ataupun kepenguusannya sedangkan berkaitan dengan penjatuhan sanksinya terhadap kelopok ataupun organisasi itu adalah harus dalam benuk pembubaran kelompok-kelompok atau organisasi tersebut, sedangkan terhadap manusianya yang dalam hal ini yaitu pemimpin ataupun kepengurusannya dijatuhi hukuman badan.
Pendapat penulis berkaitan hal tersebut merupakan pendapat yang hendak memberikan aksi atau tindakan terhadap sistem pertanggungjawaban hukum secara pribadi atas kejahatan kemanusiaan sebagai bentuk dari pelanggaran HAM. Sebagaimana diketahui bahwa perkembangan sekarang ini, banyak hal yang terjadi terkait peristiwa-peritiwa kekerasan atau kejahatan contohnya di Maluku yang nampaknya tidak dapat tertanggulangi sebagai bentuk tindak pidana yang biasa saja melainkan perlu mendapatkan penanganan dan perlindungan dari pemerintah sebagai bentuk pelanggaran barat akan HAM.
D. SIMPULAN

Perbuatan atau aksi terhadap Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan Pelanggaran HAM yang dapat dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi. Dalam rangka memberikan perlindungan dan menegakan HAM yang terutama di sampaikan dalam hal ini berkaitan dengan pertanggungjawaban orang (natural person), namun banyak kasus yang ditemui pada kenyataannya perbuatan yang dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran HAM malah dilaksanakan ataupun dilakukan oleh kelompok besar ataupun kecil. Jenis-jenis kelompok yang penulis dapati dalam penulisan ini terkait dengan pertikaian yang terjadi di Maluku yaitu : (1) Kelompok yang sistematis didalam pola yang tertib dan anggotanya sangat banyak, (2) Kelompok dalam organisasi sederhana dengan jumlah anggota yang sedikit dan (3) Kelompok yang tidak tersistematis seperti pengikut. Sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap kejahatan kemanusiaan sebagai bentuk dari pelanggaran HAM yang terjadi di Maluku seperti dikemukakan pada jenis kelompok (1) dan (2) diatas ataupun yang dilakukan oleh kelompok  misalnya ornaisasi apapun itu  menurut hemat penulis pertanggungjawaban hukumnya itu dapat diberikan pada pemimpin ataupun kepenguusannya sedangkan berkaitan dengan penjatuhan sanksinya terhadap kelopok ataupun organisasi itu adalah harus dalam bentuk pembubaran kelompok-kelompok atau organisasi tersebut, sedangkan terhadap manusianya yang dalam hal ini yaitu pemimpin ataupun kepengurusannya dijatuhi hukuman badan.
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